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GUBERNURSUMATERASELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATEE SELATAN 
NOMOR 14. TAHUN 20i22 

TENTANG I 
RENCANA KERJA PEMERINT

:x:
AERAH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN UN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA SErTAN, 

a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Pccljang Daerah (RPJPD) dan 
Rencana Pembangunan 

1
angka Menengah Daerah 

(RPJMD), Pemerintah Pro
�

si Sumatera Selatan perlu 
menyusun Rencana Kerja emerintah Daerah (RKPD) 
sebagai rencana pembang an tahunan daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No�or 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, fengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tat� Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentruig Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah an Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pe

l:
intah Daerah, Gubernur 

menetapkan Peraturan ubernur tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah ( D) Provinsi; 

c. bahwa berdasarkan P,ertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gu ernur tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Pro · si Sumatera Selatan Tahun 
2023; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Und g-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah · gkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 70, Tambahan mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1814); 
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3. Undang-Undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lem

�

aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (1fmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Noa,or 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia romor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 7'ahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik lndonesi1 Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran N gara Republik Lndonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor �2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratu1:T, Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repub�il< Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) 51bagaimana teiah beberapa 
kali diubah, terakhir den�an Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentan

l 
Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peratur Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repub\ik lndonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan �embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); I 

7. Undang-Undang Nomor f3 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20141 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang N

$
mor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas ndang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pero · tahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Ne ara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penang an Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional an/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran egara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo 6516); 



9. Undang-Undang Nomo: 
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j
: Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pusa dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lerbaran Negera Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Nfara Republik Indonesia 
Nomor 4833) sebagaim a telah diu bah dengan 
Peraturan Pemerintah No or 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peratur Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Ren ana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negar� Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 77, Tambahanl Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); I 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20171 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik

l
lndonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah No or 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Mi imal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah No 1or 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tu�as dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan Pemerintah No or 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan aerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Repub · Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Pen�elenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Neg� Republik lndonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahi Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah NoTor 19 Tahun 2022 tentang 
Dekonsentrasi dan Tug�s Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesi

f 
Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia 
Nomor 6794); 

17. Peraturan Presiden Nom9r 59 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Pencapai� Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran I Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
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18. Peraturan Menteri Dalrun N geri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Pro uk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); I 

19. Peraturan Menteri Dalam �egeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perenfanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan rl>aerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka P�jang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Mepengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

I Nomor 1312); I 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pe_merintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia[fahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dala.m �egeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodffikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik 1nhonesia Tahun 2019 Nomor 
·144i'J· 

I , I 
22. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelak I aan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 te tang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerint an Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam �egeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pfngelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); I 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Stand:f, Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik lndonesi� Tahun 2021 Nomor 1419); 

25. Peraturan Menteri P
i

encanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan rencanaan Nasional Nomor 
4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2023 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 N01J1or ..... ); 

26. Peraturan Menteri Dalam o/egeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penrusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Taliun 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 
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27. Peraturan Daerab Nomorj 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunarl Perangkat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembarar Daerab Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2016 Nomor �4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah �omor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan D1

r:

erah Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 202 Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Nomo 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah 
Provinsi Sumater'd Sel tan Tahun 2019-2023 
(Lembaran Daerah Prov

�
·n

� 
i Sumatera Selatan Tahun 

2019 Nomor 1) sebag · ana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peratur

1 

Daerah Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Rencan Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provin · Sumatera Selatan Tahun 
2019-2023 ( Lembaran aerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2021 Nomo 13); 

MEMU T SKAN: 

PERATURAN GUBERNUR T NTANG RENCANA KERJA 
PEMER1NTAH DAERAH PROV.INS! SUMATERA SELATAN 
TAHUN 2023. 

1 

( 1) Dengan Peraturan Gu ur ini ditetapkan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2023. 

(2) Rencana Kerja Pemerin ah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),

-
��6usun dengan tujuan untuk 

menjadi acuan dal� pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang ctµaksanakan di Provinsi 
Sumatera Selatan sekalkus dijadikan tolok ukur 
terhadap kinerja Peme intah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2023. 

Pas 2 
(1) Naskah Rencana Kerja emerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 023 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, disusun

J
engan sistematika sebagai 

berikut: 

a.SABI PENDAHULUA 
1. Latar Belakang 
2. Dasar Hukum Pen sunan 



3. Hubungan dengan Dokumen 
Perencanaan Lainny 

4. Maksud dan Tujuan 
5. Sistematika Penuli 
6. Pendekatan Baru 
7. Rujukan Kebijakan I 

b. BAB II GAMBARAN UMtM KONDISI DAERAH 
1. Kondisi Umum Kond�si Daerah 
2. Evaluasi Pelaksan Program dan Kegiatan 

RKPD sampai Tahu Berjalan dan Realisasi 
RPJMD 

3. Permasalahan dan I u Strategis Pembangunan 
Provinsi Sumatera S atan 

c. BAB III KERANGKA DAERAH DAN 
KEBIJAKAN KEUANGA DAERAH 
1. Arah Kebijakan Ekodomi Daerah 
2. Arah KebUakan Keu�gan Daerah 
3. Arah Kebijakan Ke ,langan Non APBD Provinsi 

Sumatera Selatan 
d. BAB IV SASARAN DAN PRI 

DAERAH 

l .  Tujuan dan Sasaran �bangunan Daerah 
2. Prioritas Pembangunj Daerah 

e. BAB V ARAH KEBI AKAN PEMBANGUNAN 
KABUPATEN/ KOTA 

f. BAB VI RENCANA KERJ DAN PENDANAAN 
DAERAH 
Rencana Program dan KJegiatan Prioritas Daerah 

g. BAB VII KINER.iJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAE I H 
1. lndikator Kinerja Ut a 
2. Jndikator Kinei:ja Da.rah 
3. Indikator Kinerja Lai nya RKPD Tahun 2023 

h. BAB VIII PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumat. ra Selatan Tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peratur Gubemur ini. 



BERlTA,DAERAHPROVINS!SUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR 1~

Diundangkan di Palernbang
pactatanggal • Juli 2022

SEKRETARISDAERAH\I PROVlNS!SUMATERASELATAN, ~

~r "I-
- S.A. SUPRIONO

H. HERMANDERU

Ditetapkan di Palernbang,
pada tanggal 'J.li 2022

V GUBERNURSUMATERASELATAN'r

Pasai4
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Seiatan.

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan
penyesuaiarr/reviu terhadap Rencana Kerja Perangkat
Daerah masing-masing berdasarkan program/
kegiatanr sub kegiatan dan pagu indikatif yang
terdapat dalam Rencana KeIja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera SelatanTahun 2023.

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan
program/kegiatanj'sub kegiatan berdasarkan urusan
rnastng-masing dengan mempedomani Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ini.

Pasal3
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